
BUPATI TANA TORI.IA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR-5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SEIIAP LEMBANG DI KABUPATEN TANA TORA*IA
, TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang

Mengingat :

a.

b.

c,

1.

2.

3

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum,
menjamin pembagian dana desa setiap L€mbang secara
merata dan berkeadilan, perlu diatur Tata Cara Pembagiar
dar Peoetapan Rinciarr Dana Desa setiap Irmbarg;
bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) P€raturan Menteri
Keuangan Republik lndonesia Nomor 205/PMK.O7 /2019
tentang Pengelolaan Dana Desa, Tata cara pembagian dan
penetapan Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimala dimalsud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dart Penetapan Rincian
Dafra Desa Setiap I-embaltg di Kabupaten Tara Toraja Tahun
Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentarg Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (I€mba.ran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tamba-han

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undalg-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Tambahal lembaran Negara Republik lndonesia Nonor
s49s);

Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i4
Nomor 244, Tambah.Ln kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 558) sebagaimala telah diubah beberapa kati, terakhir
dengan ljndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentalg
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahal Daerah (Lembarar Ncgara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 t€ntang Peraturan
Pelal<sarlaarr Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tanbahan l€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah treberapa kali teraldir dengan
Peratura.n Pemerintah Nomor I 1 Tahun 2019 tentang Peruballan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Taiu 2014 tentang
Peratumn Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan l€mba-ran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yarg Bersumber dari Anggaran Pendapata.n dal Belartja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (l€mbaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tamba}lart
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian

Anggaran Pendapatar dal Belalja Negara Tahun Anggaran

2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor

22O);

7. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentalg Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 6111;

8. Peraturar Menteri Desa, Pembangunar Daerah Tertinggal,

darl Tlansmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentar.g Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2O2O (Berita Negara RepubUk

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

9. Peraturan Menteri Keuargan Nomor 205/PMK 07 l2ol9
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun

2013 tentarg Penetapan Nama darr Jumlah Kecamatan,

Kelura].ar dan lembang dalam Kabupaten Tana Tora.ia

(I€mbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor

2l;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tara Toraja Nomor 05 Tahun

2019 tentarg Anggiaran Pendapatan dan Betanja Daerah

Tahun Anggaran 2O2O (!.mbaJan Daerah Kabupaten Tana

Toraja Tahun 2019 Nomor 05);

12. Peraturafl Bupati Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2019 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan darl Belalja Daerah Tahun

Anggaran 2O2O (Berita Daerah Kabupaten Ta.Ila Toraja Tahun

2019 Nornor 28);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN.

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP LEMBANG DI
KABUPATEN TANA TORA"IA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAI} I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati lni yang dimaksud dengar:
1. Daerah adalah Kabupaten Tana ToraJa

2. Pemenntah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur
penyelenggara Pemer-intahan Daerah yang memimpin pelaksanaal uru san
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalai Bupati Tana Toraja.

4. Kabupaten adalah Kabupaten Tana Toraja.

5. lambarg adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuaD
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenarrg untuk
mengatur dan mengurus urusar pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkaa prakarsa masyarakat, hak asal usul, da!/atau hak
tradisional yarg diakui dan dihormati dalam sistem pemerinta.han Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

6. Dana Desa adalah dana yalg bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkal bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belarja DaeraI kabupaten dafr digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaal
pembangunan, pembinaan kemasyaralGtan, darl pemberdayaan
masyaralat.

7. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh
setiap Desa secara merata yaflg besarannya dihitung b€rdasarkan
peracntase tertentu dari anggaran Dana Desa yartg dibagi dengaa jumlah
desa secara nasiona.l.

8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
status Desa tertingga.l dar Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

9 Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki
hasil penilaian kinerja terbaik

10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luaa witayah Desa, dar
tingkat kesulitan Beografrs Desa setiap Kabupaten.

11. Pemerintah lembang adalah Kepala l€mbang dibantu p€rangkat hmbang
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan L€mbarg.

12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam
Negeri.

13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutrya disingkat
KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
memperoleh kuasa dari Bendaharaumum Umum Negara untuk
melaksanakar sebgaian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
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pengeluaran negara pada bank sen
15. Rekening Kas Umum DaeraI, yang selanjutnya disingkat RKUD, adala_hrekening tempat penyimpanan uang daerah y.rrg art itu;o oleh Bupatiuntuk menampung seruruh penerimaan daerah dan membayar seluruhpengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas l,embang, yang selaljutnya disingkat RKL, adalah rekening

tempat penyimpanan uang pemerintahan lembang yang menampung
seluruh penerimaan l€mbang dan untuk membayar seluruh pengeluarar
lembang pada bank yang ditetapkar.

BAB N

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Jumlah trmbalg dalam Kabupaten Tana Toraja sebanyak 112 Lembar1g

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap kmbarg di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggarar

2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi;

c. Alokasi Kineda; dair

d. Alokasi Formula-

Pasal 4

Belanja Negara Tahun Anggaran 2o2O

Pasal 5

Aiokasi Dasar setiap l'embang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a'

dihitung dengan cara membagi Alok

di Kabupaten sebagaimana telah

Presiden Nomor 78 Tahun 2019 ten

(1) Alokasi Afrrmasi setiap t€mbang sebagaimana qt'"**9 daiam Pasal 3

huruf b diberikan r."p"o" 
- 
rriru"Ilg tertinggal dan l€mbang sangat

a"-t-a*t ,""* -emiliki jumlah penduduk miskin tinggl'

(2) Besaran alokasi afirmasi setiap kmbang sebagaimana dimaksud pada ayat

(11 dihitunB dengan rumus:

*;;; " 
=1-o,ols*DD) / {(2 xDSr) +(1 x Dr)}

Keterangan:
Ae nesa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa nasional

Oa, = Jumtah Desa sangat tertinggal yarg

Penduduk miskin tinggi

DT = lum1ah Desa tertingaal yang memiliki

tinggr

memiiiki iumlah

penduduk miskin
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Alokasi Kinefa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c'- dibagi kepada

i--o""t-r.tiir.g dengan kineda terbaik dalam pengelolaan keuangan

lrmbang, pengelol,aan Dana Desa' lapaian keluaral (outPut) Dana Desa' dan

"ap"i"n 
La"il (out"ame) pembangunan Lembang'

Pasal 6

Pasal 7

(1) Penghitungan alokasi kinerja setjap L€mbang sebagaimana- dimaksud dalam
' ' 

Pasal 6 dilakukan denga! menggunakan bobot sebagai berikut:

a. pengelolaan keuangan lembang dengan bobot 20plo;

b. pengeloLaan dana desa dengan bobot 20o/"i

c. capaial keluaran (output) dana desa dengal bobot 257o;

d. capaian hasil (outcarne) pemba-ngunan lembang dengar bobot 359/0'

(2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan rumus:

AKDesa = (O,O15 x DD) / (O,l x Jumlah Desa)

KeterangaII:
AK = Alokasi Kineia setiap Desa
DD = pagu Dara Desa Nasional
Jumlah Desa = iumlah Desa Nasional

sal 8

( 1 ) Pengelolaal keuangar lembang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat
(1) huruf a dinilai dari perubahan rasio pAL terhadap total pendapatar
APBL dan rasio belanja bida-ng ApBL.

(2) Pengelolaal Dana Desa sebageiyharra dimaksud dalam pasal T ayat (11 hurufb dinilai dari persentase kesesuaiar bidang pembangunan dan
pemberdayaaa sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana DeBa dan
persentase pengadaan bara:rg jasa Dara Desa secara swakelola.

(3) capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimara dimaksud dararn pasar
7 ayat (1) huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Darra Desa.

(4) Caparar hasil {outcome) pembangunan L€mbang sebagaimala dimal<sud
dalam Pasat 7 ayat (1) huruf d dinilai dari pembahan sk-or IDM, perubahan
status l,embang, status I€mbang teral<hir, dan perbaikai jumlah penduduk
miskin

Pasal 9
Alokasi formula sebagaimara dimatsud dalam pasal 3 huruf d, dihitung
P.:O::"rUm data jumlah penduduk, angka kemiskinan, tuas wiLayah, darlindeks kesulital geogra-fis yang bersumbei dari kementeriar yang berwenarrgdar/atau lembaga yarrg menyelenggarakan unsur peme.intahal di bidan!
statistik.

Pasal I0
Penghitungan alokasi formula sedap kmbang sebagaimana dimaksud dalam
Pasa.l 9 dilakukan dengan menggunalan formula Eebagai berikut:
AF Desa = {(0, 10 * Zl)+(0,50 * Z2l + lO,1 S, Zg) + lO,2S * Z4D * AF Kab.
Keterargan:
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AF Desa
21.

= Alokasi Formula setiaP Desa

=.a"io jr-l.ft penduJuk setiap Desa terhadap total penduduk

Desa Kabupaten Tana Toraja

= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total

p"ndudut miskin Desa Kabupaten Tana Toraj

= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total Luas wilayah

Desa KabuPaten Tana Toraja

= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Tala

Toraja
= Alokasi Formula l(abupaten Tana Toraja'

z2

24

AF Kab

PenetapanRincianDanaDesauntuksetiapl.€mbangdiKabupatenTarraTorala
iJrn' ArrgS"trr, 2020 sebagaimala tercantum dalam Lampiran yang

,rr"rop"t ri"gi"rt yang tidal< terpisahkarl dari Peraturan Bupati ini'

Pasal 1 1

BAI} III
TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 12

(1) Dana Desa disalurkan da-ri RKUN ke RKL melalui RKUD'

t2) ill,tTffil',."1"1i:.:I':"t',y#:H
ke RKI-.

(3)

Bupati.

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

". t 
fr"p'I p.firrg cepat bulal Januari darr paling lambat bulan Juni sebesar

b
407o (empat Puluh Persen);
tahap II 

-paling 
cefat bulan Maret dal paling lambat minggu keempat

bulan Agustus sebesa,r 409/0 (empat puluh persen); dan

tahap ul paling cepat bulan Juli sebesar 209lo (dua puluh persen)'

Pasal 13

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimala dimaksud dalam Pasal 12 ayAl 14)

dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan
ketentuanl
a. taiap I berupa:

1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagiar darl penetapaa
rincial Dana Desa setiap Lembang;

2. peraturar Lcmbalg mengenai APBL; dal
3. surat kuasa pemindabukual Dana Desa;

b. tahap II berupa:
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1. laporan realisasi penyerapan dan capa.ian keluaran Dana Desa tahun
aaggaran sebelumaya; dal

2. laporan realisasi penyerapan dar capaian keluarart Dana Desa talap I
menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan pa-ting sedikit sebesar
50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaiar keluaran menunjukkar
paling sedikit sebesar 359/o (tiga puluh lima persen); dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapal da! capaiarr keluaral Dara Desa sampai
dengan tahap II menunjukkar rata-rata realisasi penyerapar paling
sedikit sebesar 909/0 (sembilar puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 757o (tujuh puluh tima
persen); darr

2. laporan konvergensi pencegahal stunting tingkat l€mbarg tEhun
anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimal<sud pada ayat (1), kepala l€mbang menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa peraturan kmbarlg mengenai APBL;

b. tahap lI berupa:

1. laporan realisasi penyerapa-n dart capaiarl keluaran Dana Desa ta.llun
anggaran sebelumnya; dan

2. Laporan realisasi penyerapa.n dan capaian keluaran Dana Desa tahap I
menunjukkan rata-rata re€lisasi penyerapan Paling sedikit sebesar 50
(lima puluh persen) dan rata-rata capaiar kelusral menunjukkan
paling sedikit sebesar 35olo (tiga puluh lima p€rsen).

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

sampai dengal tahap I menunjukkar rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 90 (sembilan puluh persen) dan
rata-rata capaiart keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar

75% (tujuh puluh lima persen); dan

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat l€mbarg tahun
anggaran sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dmaksud pada ayat ( I ) huruf b angka 2 dan
huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-
rata persentase capaian keluaran dari scluruh kegiatan.

(4) Dokumen peftryaratal penyaluran DaIa Dcsa Eebagaiamara dimaksud
pdda ayat (1) dar ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik
(hardcopy) darl/atau dokumen elektronik (softcopy).

Pasa.l 14

(1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimara dimaksud
dalam Pasal 12 ayar (2\ dilakeenakan dengan menggunakan Surat
Permintaan Pembayaran da-n Surat Pcrintah Membayar yang sama dengan

Surat Permintaan Pembayaran dajl Surat Perintah Membayar penys.luran
Dara Desa aebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
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(2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (U dicatat dengan menggunakar aku., pr.r".i--L, ,ro.rrrrgg*"r.

Pasal 15

(1) Penyaluran dana hasil pemotongar Dara Desa sebagaimala dimaksud
dalam Pasal 12 ayaf Ql dilalsaaalan berdasarkan pencatatan dana hasil
pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2).

(2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyalurar dana hasil
pemotongan Dana Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) melalui
penerbitan Surat Permintaar Pembayaran.

(3) Bedasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan
Surat Perintah Membayar untuk penyaluran hasil pemotongan Dana Desa
ke RKL.

(4) Bedasarkan Surat Perintah MeEbayar sebegeimana dinxaksud pada ayat (3),

KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairal Dana untuk penyaluran dana
hasil pemotongaa Dana Desa ke RKL.

(5) Penerbitan Surat Permintaar Pembayaian dan Surat Perintah Membayar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilalsanakan pada targgal
yang salna dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat
Perintah Membayar sebagairnana dimaksud dalam Pasa.l 14.

(6) Bedasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKL

sebagaimana dimaksud pada ayat (a), kepata l,€mbang menya:npaikan
lembar konfrrmasi penerimaan penyalural Dana Desa di RKL kepada Kepala

KPPN dan Bupati.

(7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana
penyaluran dala hasil pemotongal Dana Desa ke RKL sebagaimala
dimaksud pada ayat (4) kepada BuPati.

(8) Tata cara penerbitar Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah

Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada

ayat l2l, ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturajr perundang-undalgan.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membisyai pelaksa.naan

program dan kegiatan di bidang pembargunan L€mbang dan Pemberdayaan

mdsyaral<at Lembang,

(2) Prioritas penggunaan Dana Deea Bobagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memberiksl manfaat sebesar-besamya baEi masyarakat I€mbang
berupa:
a. peningkatar kualitas hiduP;
b. peningkatan kescjahteraan;
c. penanggu langan kemiskinan; dan
d. peningkatan pelayanan publik,
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Pasal 17

(1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat kmbang sebagaimana dimaksud

datam pasat 16 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksalaan

program dan keglatan di bidalg peLayanan sosial dasar yang berdampak

Lgsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat'

(2) Peningkatan kesqahteraan masyarakat lembang sebagaimala dimaksud

dalam Pasa.l 16 ayaf (21huruf b diutamalan untuk:

a. membiayai pelaksaaaan program yang bersifat lintas kegiatan;

b. menciptakan lapangar pekedaan yang berkelanjutan;

c. meningkattar pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan

d. meningkatkan pendapatan asli l€mbang.

(3) Penanggulangal kemiskinan sebagaimara dimaksud datam Pasal 16 ayat
(2) huruf c diutamakan untuk:
a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;

b. melakukal pemutakhiran data kemiskinan;

c. melakukan kegiatan al(selerasi ekonomi keluargadal padat karya tunai
untuk menyediakar l,apangan ke{a;

d. menyedial<ar modal usaha dan petratihaa bagi masyarakat lembang yang
menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan

e. melakukart pencegahan kekurangan gizi lsonis (stunting).

(4) Peningkatan peLayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2) huruf d diutarnalarl untuk membiayai pelaksalaaa program bidalg
kesehatan, pendidikan dal kebudayaan, dan sosial.

Pasal 18

l,embang yang mendapat alokasi aflrmasi wajib mempergunakan atokasi
afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 19

(1) Kegiatar pelayaran sosia.l dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) meliputi:
a- pengadaan, pembangunan, pengembalgan, serta pemeliharaaD sara-na

dan prasarala dasar untuk pemenuhan kebutuhal:
1) lingkungan pemukimaa;
2) transportasi;
3) energi;
4) informasi dan komunikasi; darr
5) sosial.

b. pengadaan, pembalgunan, pengembangan, serta pemeliha-raan sarana
dal prasarana pelayalan sosial dasar untuk pemenuhal, pemulihan
serta peningkatan kualitas:
1) kesehataa dan gizi masyara-kat; dan
2) pendidikal dar kebudayaan.

c. pengadaaa, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana
dan prasarana ekonomi masyara.kat Lembang meliputi:
1) usaha budidaya perteriqn (on form/ofr farm) dan/atau perikanart

untuk ketahanan palgan;
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2) usaha industri kecil dan/atau industri perumahan' dan pengolahan

pasca panen;
3) usaha ekonomi budidaya pertantan (on farm/off farm) dan/atau

perikanan berskala produktd meliputi aspek produksi, distribusi dan

pemasaran yang difokuskan pada pembentukan darl pengembangan

produk unggulan l,embang dan/atau produk unggulan kawasan

Perdesaan.
d. pengadaan, pembangunan, pengembalgal, serta pemeliharaan sarana

dal prasarala lingkungal alam untuk:
1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
2) penanganan bencara a.lam; dan
3) pelestarian liagkungan hidup.

e, pengadaan, pembangunal, pengembangan, serta pemeliharaan sarana
dal prasarana lingkungan sosial untuk:
1) konflik sosial; daIl
2) bencana sosial.

(2) pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan, sarara dan
prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan sesuai
dengan kewenangal kmbang dan diputuskan melalui musyawarah
Lembalg.

Pasal 20

{1) Program yang bersifat lintas kegiatall sebagaimana dimaksud dalam Pasa.l
17 ayat l2l huruf a meliputi;

a. pengembangan produksi unggulal l€mbang dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan;

b, pembalgunan dan pengembangan embung dal/atau penampungan air
kecil lainnya;

c. pembangunar dan pengembangan sarana prasa.rana oLalrraga l,embang;
dan

d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik kmbarg dan/atau
Badan Usaha Milik l€mbang Bersama.

(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dal huruf c
dapat menjadi layaran usaha yang dikelola oleh Badal Usaha Milik
l€mbarg atau Badan Usala Milik Lembarg Bersama.

(3) Program peningkatan kesejahteraan seLain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenargart lembalg dan diputuskar
melalui musyawarah lembang.

Pasal 2I
(1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagainama

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh
kmbang dengan memberdayatan sumber daya alam, teknologi tepat guna,
inovasi, dan sumber daya marusta di Lembang

(2) Pendayagunaar sumber daya manusia sebagarmana dima.ksud pada ayat (1)

dila.kukan dengan cara:

a. memalfaatkan Dara Desa untuk bidang pembangunan l€mbang;
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b. meningkatkan p€ndapatan masyarakat Irmbang rnelalui pembayarart

upah y-ang dilakukan secara harian atau minggual; dan

c. menciPtakan laPangan kerja'

(3) Pelal<sanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tidak dikerjakan pada saat musim panen'

(4) Pendayagunaan sumber daya alam, tekrologi tepat guna' inovasi' dan
' 

sumber daya -anu"ia sebagaimara dimaksud pada ayat (i) berpedoman

pada Rencana Kerja Pemerintah kmbarg Tahun Anggpfin 2O2O'

Pasa122

(1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan l€mbalg sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) yaitu:
a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan glzi kronis (stunting);

b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
c. pencegahan kematian ibu dan anak.

(2) Peningkatan pelayanan publik bidalg pendidikan dan kebudayaan di
Irmbang sebagatrana dimaksud dalam Pasal 17 ayat l4l, paling sedikit
meliputi:
a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);

b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolal, putus sekolah karena
ketidak mampuan ekonomi; dan

c. pengembangaJr kebudayaan l,€mbang sesuai dengan kearifan lokal.

{3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di tembang sebagaimana
dimaksud dalam Pasa.l 17 ayat 14) yaitu perlindungan terhadap kelompok
masya,rakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga
masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 23

(1) Darta Desa dapat digunakaa untuk membiayai kegiatan yang tidak
terEasuk dalam prioritas F,enggunaan Dana Desa sebegeimana dimaksud
pada Pasal 16 ayat (1) setelah mendapat persetujual Bupati.

(2) Persetujuar Bupati sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) diberikan pada
saat evaluasi rancaJrgar peraturar Irmbang mengenai APBL.

Pasal 24

(1) Pelaksanaan kegiatar yang dibiayai Dana Desa berpedomaa pada peraturan
Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

(2) Pelaksaraan kegiatan yarg dibiayai dari Dana Desa diutamakan ditakukarr
secara swakelola dengaa menggunalal sumber daya/bahan baku lokd,
dar diupayakan dengaa lebih banyak menyerap tenaga kerja dari
masyarakat kEbang setempat.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 25

(1) Kepala lembalg menyampaikan laporan realisasi penyerapan dart capaian
output DaIa Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati mela.lui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan lambang.
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(2) Laporan realisasi penyerapan dart capaian output Dana Desa sebagaimana

dima-ksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. tahap I berupa peraturar l€mbang mengenai APBL dari kepala

kmbang.
b. tahap II berupa laporal realisasi penyerapan dan capa'ian output Darta

Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala l,embang

c. tahap I berupa l.raporan realisasi PenyeraPan dan capaiar output Dana

Desa sampai dengan tahaP IL

(3) Laporan realisasi penyerapa-n dan capaian output Dana Desa tahun

anggajan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
disampaikan paling lambat targgal 7 Februari tahun anggaral be{alan'

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap II

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikar paling lambat

tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalal

(5) Dalam hal terdapat pemutahiral capaian output setelah batas wa]<tu

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (a)'

kepala I€mbarg dapat menyampaika-n pemutahiran capaian output kepada

Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kmbarrg'

BAI} VI
SANKSI

Pasal 26

(1) Bupati menunda rekomendasi pemindahbukuan penyalural Dana Desa,

dalam ha.l:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (2).

b. Terdapat sisa Dana Desa di RKL tahun anggaran sebelumnya lebih dari
3oolo (tiga puluh persen) dan/atau terdapat usulan dari aparat pengawas

fungsional di daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukar terhadap penys.luran Dana Desa tahap I1 tahun anggar.an

berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKL tahun anggaral sebelumnya.

{3) Dalam ha.l Sisa Dana Desa di RKL tahun anggaran sebelumnya lebih besar

dari jumlah Dana Desa yarg al<an disalurkan pada tahap lI, penyaluran

Dara Desa tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertfina bulan Juni tahun anggaran

berjalan sisa Dana Desa di RKL tahun anggaran sebelumnya masih lebih

besar dari 3oolo (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidek dapat disalurkan darr menjadi

sisa Dana Desa di RKN.

(5) Bupati melaporkan DaIa Desa yaig tidak disalurkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selakuKPA

Penyaluran DAK Fisik darl Dara Desa.

(6) Dara Desa yang tidak disalurkan scbagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak dapat disalurken kembali pada tahun anggarar berikutnya.
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(7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh
aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah
teqadi penyimpalgan penyaluran dan/atau penggunaa! Dara Desa.

(8) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati
dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan DaIa Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada Pasal 12 ayat (4).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal27

Peratuial Bupati ini mulai berlaku pada targgal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengunda:rgan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
.r JaDuLri 2 -2.

TORA^'A,

GKANAE

Diundangkar di Makale
pada tangga.l r+ J-Nrr-it 2i2,.,

SEKRET KABUPATEN TANA TORA.IA,

E BURA

BERITA DAE UPATEN TANA TORAJA TAHUN 2020 NOMOR u5

a
":,

.l 1€,(RE
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